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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan  yang terjadi,  dapat ditarik kesimpulan bahwa:  
1. Putusan pengadilan negeri khususnya yang dilakukan oleh 
pengadilan negeri Sleman terhadap anggota kepolisian yang 
menyalahgunaankan narkotika adalah berupa penjatuhan pidana 
penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri di 
Yogyakarta tidak memberlakukan diskriminasi antara anggota 
polisi yang melakukan tindak pidana narkotika dengan orang 
yang bukan anggota polisi. Seperti kasus anggota polisi yang 
berisinial IP yang dikenakan pidana penjara selama 5 (lima)  
bulan.  
2. Pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan 
narkotika adalah polisi yang seharusnya dapat menjadi contoh dan 
panutan bagi masyarakat dan menjadi orang yang selalu 
menegakkan peraturan hukum, bukan menjadi pelanggar hukum. 
Disamping pertimbangan khusus, ada pertimbangan umum 
sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang narkotika, yaitu dapat merusak diri para generasi 




Merugikan dan membahayakan kehidupan pribadi, masyarakat, 
bangsa dan negara.  
B. SARAN 
Saran dari penulis adalah  
1. Diharapkan bahwa semua aparat penegak hukum tetap dapat 
mempertahankan sikap tanpa diskriminatif dalam mengadili, 
meskipun pelaku yang diadili juga berasal dari penegak hukum.  
2. Diharapkan para aparat kepolisian yang sebagai pengayom 
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